BABV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak alat pembatas
kecepatan yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya tanpa
melalui prosedur perizinan dari Dinas Perhubungan serta tidak
memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan, baik dari segi tinggi,
lebar, bahan, warna, maupun kelengkapan rambu lalu lintas. Kondisi
tersebut justru berpotensi menimbulkan resiko kecelakaan lalu lintas
dan mengurangi aspek keselamatan pengguna jalan, sehingga tujuan
utama dari pengaturan alat pembatas kecepatan, yaitu menciptakan
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, belum
sepenuhnya tercapai. Dalam Siyasah Tanfidziyah, pemerintah
memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan
secara adil, tegas, dan konsisten demi melindungi kepentingan
masyarakat. Ketidaktegasan dalam pengawasan dan penegakan
hukum terhadap pemasangan polisi tidur yang tidak sesuai standar
menunjukkan bahwa fungsi tanfidziyah belum dijalankan secara
optimal, sehingga tujuan syariat berupa perlindungan jiwa (hifz al-
nafs) dan ketertiban umum belum tercapai secara maksimal.

2. Faktor-faktor penghambat utama dalam penerapan alat pembatas
kecepatan sesuai regulasi meliputi rendahnya kesadaran dan
pemahaman hukum masyarakat, minimnya koordinasi antara
pemerintah desa dan instansi terkait, serta dominannya kepentingan
pragmatis masyarakat untuk mencegah kecelakaan tanpa
mempertimbangkan aspek hukum dan keselamatan teknis.

Masyarakat cenderung memandang pemasangan polisi tidur sebagai
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solusi cepat atas tingginya kecepatan kendaraan, meskipun dilakukan
dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang

berlaku.

5.2 Saran
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan
skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Perhubungan agar dapat mengadakan sosialisasi kepada
masyrakat terkait peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun
2023 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan.

2. Kepada masyarakat di harapkan untuk meminta izin sebelum
melaksanakan pembuatan tanggul jalan kepada pihak terkait yaitu
Dinas Perhubungan.

3. Kepada masyarakat di harapkan kesadaran diri untuk memperbaiki alat

pembatas kecepatan sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan.
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